 WALIKOTA SINGKAWANG |

~ PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN _
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang

Mengingat

KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG

. bahwa da.lam,_ rangka menmgkatkan akse31b1htas,
_ kete'rjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada
_masyarakat perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan a

' Masyarakat

. bahwa Peraturan Walikota __Nomor_9 Tahun 2015 tentang .

Pembentukan Unit Pelaksana- Teknis Pusat Kesehatan

| Masyarakat pada Dinas ’Keéehatan Kota Singkawang tidak -

sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu

diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang . Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

" Pusat Kesehatan Masyai‘akat pada Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana-KOta Si_ngkawang; |

) Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang

Pernbentuka.n Kota Smgkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun - 2009 tentang =
Kesehatan (Lemba.i_‘an Negara Republik Indonesia Tal'_l_un.._' e

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repub:lik” |
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2155/KESEHATAN/09uu036.pdf

_Ir;dcbr_iesia Nomor 5063); - '  _

.. Undang- Undang - Nomor . 12  Tahun -'2011 - tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indonesm “Tahun 2011 Nomor 82,

’I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234L

. Undang+Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
~ Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54%4);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
_Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Républik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
_.telah dilibah. beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha.n Kedua
Atas' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan =Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonema ‘Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

. Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
‘Tenaga Kesehatan (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

. Peraturah Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun_2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungar.l‘ (Lembaran Negara' ~ Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 557 0);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/12841/PEMBENTUKAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN/11uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16692/APARATUR-SIPIL-NEGARA/14uu005.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/4788/TENAGA-KESEHATAN/96pp032.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16817/SISTEM-INFORMASI-KESEHATAN--/14pp046.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16904/KESEHATAN-LINGKUNGAN/14pp066.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/19690/PERANGKAT-DAERAH/16pp018.pdf

Menetapkan :

10,

Republik Indonesia Nomor 5887);

11.

12.

13.

14.

Pératuraﬁ Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Peﬁibinéan dan Pengawasén Penyelénggaraén Pemerintah
Daerah__' (Lembaran Negara Republik Ihdonesia Tahun
201‘7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoheéié. Nb”mor 6041); |

Peratufan ‘Menteri Ke_'sehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang': Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1676);

Peratliran Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan

‘Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pefnbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51};

Peraturan .Walikota Nomor 57 Tahun 2016  tentang
Kedudukan, Susunan Organis'asi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
SINGKAWANG. |

‘BAB I
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dlma_ksud dengan :
Daerah adalah Kota Smgkawang
2. Pemenntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

_ penyelenggara Pernermtahan Daerah yang memimpin

1.

pelaksanaan urusan_ pemenntahan vang menjadi

kewenangan daerah otoriom.
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/22291/PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN--DAERAH/17pp012a.PDF
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2075%20ttg%20Puskesmas.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERDA_2009_5.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/Perda_2016_3.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERWAKO-2016-57.pdf

10.

11.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang. |

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya
disebut Dinas dan disingkat DISKESKB -adalah Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Smgkawéng
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, pengendalian penduduk dan  keluarga
berencana.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kota Singkawang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah -
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai ‘Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemeriritahan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yémg setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi
tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan
rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan
kesehatan. |
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Puskesmas rawat Non inap adalah Puskesmas yang tidak

menyelenggarakan  pelayanan rawat inap, kecuali

. pertolongan persalinan normal.

Upaya Kesehatan Masyarakat | yang selanjutnya disebut
UKM adélah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah  dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
pelayanah kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,
pencegahan, 'penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perorangan.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada masyarakat, mencakufj perencanaan,
pelaksanaan, e{raluasi, . pencatatan, pelaporah' dan
dituangkan dalam suatu sistem.

Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang
menyediakan  informasi untuk membantu  proses
pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen
Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah- sekelompok jabatan tinggi
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Jabatan Administra_si adalah sekelompok jabatan yang berisi
fung.si dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan fungsiorial adalah Sekolompcik jabatan yang berisi
fungsi dan tugas b_erkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
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Pasal 3

(1) Puskesmés sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

(2)

dari: _

a. Puskesmas Singkawang Tengah I;
b. Puskésmas Singkawang Tengah II;
c. Puskesmas Singkawang Barat I;

d. Puskesmas Singkawang Barat II;
e. Puske_sfnas Singkawang Selatan I;
f. Puskesmas Singkawang Selatan II;
g. Puskesmas Singkawang Utara I;

h. Puskesmas Singkawang Utara II;

i.

j.

Puskesmas Singkawang Timur I; dan

Puskesmas Singkawang Timur I,

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

a.

Puskesmas Singkawang Tengah I dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Condong; |
2. Kelurahan Sekip Lama;

3. Kelurahan Sei Wie; dan

4. Kélurahan Jawa. _

Puskesmas Singkawang Tengah II dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Roban; dan

2. Kelurahan Bukit Batu.

Puskesmas Singkawang Bai'at I dengan wilayah kerja:

1. Kelurahan Melayu;

2. Kelurahan Tengah; dan

3. Kelurahan Kuala.

Puskesmas Singkawang Barat II dengan wilayah kerja
Kelurahan Pasiran. |

Puskesmas Singkawang Selatan I dengan wilayah kerja
Kelurahan Sedau.

Puskesmas Singkawang Selatan II dengan wilayah
kerja: | |

1. Kelurahan Sijangkung;

2. Kelurahan Pangmilang; dan

3. Kelufahan Sagatani.
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g - Puskesmas Singkawang Utara [ derigan wilayah kerja:.
1. Kelurahan Setapuk Kecil; | | |
2. Keluféﬁah'Setapuk Bééar' dan
_- 3. Kelurahan Semelagi Kecil.
h. - Puskesmas Singkawang Utara Il dengan wﬂayah kerja:
' 1 Kelurahan Naram;
-2. Kelurahan Sungai Garélm_ I_-_Iiiir; |
3. "Kélurah'an Sungai'Bulaﬁ; dan
- 4. Kelurahan Sungai Rasau.
i Puskesmas Slngkawang Tlmur I denga.n wﬂayah ker_}a: '
' 1 Kelurahan Pajintan;
20 I_{_elur_ahan Sanggau Kﬁl_o’r;-dan
3. Kelurahan Nyarumkop. _
i Puskesrnas Smgkawang Tlmur I dengan wﬂayah kerja:
o 1. Keluraha.n Bagak Sahwa; da.n '

'2 Kelurahan Mayasopa

_ Pasal 4 _ o |
Dalam ‘rangka pemenuhan pelayanan masyarakat, Puskesmas
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat

dltlngkatkan pelayanannya menJadl Puskesmas Rawat Inap

'dengan Keputusan Walikota - atas usul Kepala Dlnas

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan masyarakat

| BAB IiI :
 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
B_agién Kesatu
.Kedudu.kan

| Pasal 5 o
(1) PuSkeS__m_as_ -adalah -unit pelaksana teknis dinas  yang =
- menyelenggarakan ‘upaya __kééehétan masyarakat tingkat o

| 'peft.ama dan upaya keSehatan.per.orangah tingkat peftafna
(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada _
Kepala_ Dinas. '
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Bagian:Kedua
. Tugas .

) | ._Pasal_ 6

'_-Puskesmas . mempunyai tugas _ melaksanakan . kebljakan._ :

kesehatan untuk ‘mencapai’ tuJuan pembangunan kesehatan di

wﬂayah ker;]anya dalam rangka mendukung terquudnya

.kecamatan sehat berdasa.rkan rencana stategls dlnas

_ Ba_glan_ -Ketlga_. -
- Fungsi

_ Pasal 7 _
Dalam menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam o
_..Pasal 0, Puskesmas mempunym fungs1 _ -
a. pusat pernbangunan kesehatan masyarakat di Wllayah.' -
kerjanya; - o |
- b. .penyusunan _ rencana dan program kegiatah E upajfa-
| kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya :
kesehatan perorangan (UKP) tmgkat pertama, ' _
e penyelenggaraan UKM esensual mellpuu pelayanan promos1 .
- kesehatan, kesehatan lmgkungan, _kesehatan 1bu, ‘anak dan
'keluafga' 'berencana, : pelayanan g121 dan pelayanan
' pencegahan dan pengendahan penyakit untuk mendukung
pencapalan standar pelayanan mmlma] '
| d. penyelengaraan UKM pengembangan me11put1 ‘upaya
' ke_sehatan . sekolah, upaya kesehatan_ _.olahraga,_. upaya -
-perawatan ~ kesehatan njasyérakat, .upay_é kesehatan
_masyarakat -upaya kesehatén -gigi dan ’ mulﬂt. upaya

kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan

- usia lan_]ut upaya pembmaan pengobatan tradlslonal upaya

laboratorium - medis - dan laborato_num. _kcsehatan'
masyarakat; h |

e. penyelenggaraan UKP tingkat pertama yaltu pelayanan rawat

_]alan pelayanan gawat - darurat pelayanan satu hari (one '

day care), home care dan /atau rawat inap berdasarkan.

: pertlmbangan kebutuhan pelayanan sesua_l denga_n standar"
' -prosedur operasional dan standar pelayana.n L
f pengoordmaman keg1atan pelayanan kesehatan | pada_-"
: Puskesrnas pembantu di mlayah keljanya, o .
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. pembmaan kepada Puskesmas pembantu di - wilayah

kexjanya

‘pengendalian, . momtonng, evaluasi dan pelaporan keglatan |

pelayanan kesehatan di w11ayah kerjanya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dmas

sesua.t dengan tugas dan fungsmya

Bag1an Keempat

Kewenangan .

Pasal 8

| ‘Dalam menyelenggarakan fung31 UKM sebaga,lmana dlmaksud- :

a.

dalam Pasal 7 huruf ¢ dan huruf d Puskesmas mempunym':__

_ kewenangan

mglaksanakan ‘perencanaan berdasarkan - analisis- masalah -

- kesehatan "masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan |

yang dlperlukan,

melaksanakan advokas1 dan sos1ahsa31 kebljakan kesehatan, . "

-melaksnakan komun1ka31 1nforma31, _ edukam dan

pemberdayaan masyarakat dalam bldang kesehatan

.': menggerakkan masyarakat untuk mengldentlﬁka81 dan

menyelesalkan masalah kesehatan pada Setlap tlngkat_-

perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor.

 lain’ terkalt

Dalam menyelenggarakan fung31 UKP sebagmmana d1maksud-.;

meIaksanakan pembmaan : .te'knis terhadap Jarmgan' o

'_ pelayanan dan upaya kesehatan berba31s masyarakat

melaksanakan penmgkatan kompetenm s_umber . daya'

. manusia Puskesmas,
. memantau pelaksanaan pembangunan aga_r berwawasan .

‘kesehatan;

melaksanakan pencatatan pelapora_n dan’ evalua31 terhadap .

| .akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan

memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan

' inasyarakat; - termasuk  dukungan ferl{iadap' sistem

kewaiépadaan:dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 9.

dalam Pasa] 7 huruf e, Puskesmas mempunyau kewenangan
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_menyelenggarakan pelayanan ‘kesehatan dasar secéra_ | "

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang b_erorie'ntasi

- pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

(2)

menyelenggarakan pelayanan  kesehatan yang
mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas
dan pengunjung; _
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip
koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
melaksanakan rekam medis;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evalusi terhadap
mutu dan akses pelayanan kesehatan;

mélaksanakan peningkata:d kompetensi tenaga kesehatan;
mengkoordinasikan dan meiaksanakan pembinaan fasilitas
pelayanah kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
dan |

melaksanakan penapisan ru_]ukan sesuai dengan indikasi

medis dan sistem ruJukan

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Ofganisasi Puskesmas terdiri dari:

a. Kepala Puskesmas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat; |

d. Penanggung]awab UKM Pengembangan; ‘

e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratonum, :
Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan -

g. Puskesmas Pembantu.

Struktur Organisasi. Puskesmas sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tldak terplsahkan -

dari Peraturan Walikota ini.
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Bagiah Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 11
Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1} huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas
memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi = dan  mengendalikan  kegiatan  Puskesmas
berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan

Perundang—undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12 _

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1} huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan
sebagian tugas Kepala Puskesmas di bidang Tata Usaha.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 13
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Puskesmas di bidang perencanaan, program kerja, evaluesi dan
pelaporan, organisasi dan tatalakséna, kepegawaian, keuangan,
surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan

masyarakat, rumah tangga Puskesmas serta urusan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian,
evalnasi dan p'elaporan (termasuk laporan kegiatan
puskesmas dalam Sistem Informasi Puskesmas);

b. pembinaan organisasi dan tatalaksana,;
penyelenggaraan administrasi kepegawaian,;

d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
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penyelenggaraan urusan urnuim, mehputl urusan rumah
tangga P.uskesmas, perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan, - pengadaan, humas dan 'protokoler__- serta
perjalanaan dinas; dan _ | .

pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala

Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

_ Baglan Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsmnal

~ Pasal 15

- Kelompok jabatén fungsional sebagainiana dimaksud 'd_alam’

_Pasal 10 ayat {1} huruf ¢, mempunyai tugas melaks’anékan

“sebagian tugas teknis tertentu di lmgkungan puskesmas ses‘ual _

-_dengan bldang keahlian dan keteramlnlannya

()

(2)

Pasal 16
Kelompok _]abatan fungsmnal sebaga_lmana dlmaksud dalam
Pasal 15 terdiri dari se]umlah pegawai negen 31p11 dalam
jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan
keterampilan tertentu. |

Kelompok Jabatan fungs.lonal sebagalmana dlmaksucl pada

.'ayat m dltunjuk koordmator _;abatan fungsmnal yang -

(3) |
__fungsmnal sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan L

(4)

~ “ Kepala Puskesmas

a1t

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab  kepada
Kepala Puskesmas '

Jenis _]abatan fungsmnal dan _]umlah pemegang -jabatan

dengan Peraturan Wahkota berdasarkan kebutuhan melalui
analisis _]abatan _
Penun_]ukan Koordmator Pejabat Fungsmnal d1tetapkan oleh -

Bagian Keempat

Puskesmas Pemb'antu f

Pasal 17
Puskesmas pembantu sebagalmana dlmaksud dalam "Pasal
10 huruf g merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang
'memberlka.n pelayanan kesehatan secara permanen d1 suatu

lokasi dalam w11ayah kerja Puskesmas

JDIH Kota Singkawang.



(2)

(3)

(3)

(6)

Setiap Puskesmas pembantu ditunjuk Penanggungjawab

dari seorang perawat atau bidan yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi menunjang dan membantu

melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di

wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Puskesmas pembantu mempunyai peran :

a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di
wilayah kerja Puskesmas; |

b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama
UKM; |

c. mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, imunisasi,
KIA, penyuluhan keéehatan, surveilans, pemberdayaan
masyarakat;

d. mendukung pelayanan rujukan;dan

e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Puskesmas pembantu didirikan dengan perbandingan 1

(satu) Puskesmas pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai

3 (tiga) kelurahan.

Jumlah Puskesmas pembantu dan jaringan pelayanan

puskesmas lainnya seperti puskesmas keliling dan bidan di

wilayah kerja Puskesmas selanjutnya ditetapkan dengan

-~ Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan

_(1)

pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Puskesmas
dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal
masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan

fungsinya.
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(2)

(1)

(2)

(4)

(1)

Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin,
memberikan bimbingan dan arahan | kerja  kepada
bawahannya untuk memperlancar pelaksanéan_tugas.

Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan
internal dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaiah

masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

‘Pasal 19
Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan
Puskesmas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.
Kepala  Puskesmas wajib menyampaikan laporan
akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat
waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman
yang berlaku.
Setiap pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan
pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada
Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
melalui koordinator pejabat fungsional.
Koordinator Pejabat fungsional wajib memperhatikan dan
mengolah laporan yang diterima pejabat fungsional dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan
pertimbangan dalam pedoman kerja bagi seluruh Pejabat

fungsional.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20
Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi,

konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

. pengembangan.
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(2)

(1)

Tugas utama Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu

a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya

. Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu.
pelayanan;

b. memastikan .= kesinambungan  ketersediaan dana
operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta
peralatan Puskesmas termasuk. alokasi dana kalibrasi
alat secara berkala;

c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas
di wilayah kerjanya secara berkala dan
berkesinambungan;

e. melakukan b'irnbingan teknis .secara terintegrasi antar
program-program kesehatan yang dilaksanakan di
Puskesmas; o |

f. memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu
diselesaikan di Puskesrnds;

g. mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah
kerja Pusk_esmas;

h. memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan
dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan
evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan

i. menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah
kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada
Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika terjadi

perubahan kategori Puskesmas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21
Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
c. Sumber-sumbei‘ lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha
diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang
mementhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan
dari jabatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan
vang berlaku.

(2) Kepala Puskesmas diutamakan seorang yang berkualifikasi
Sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan
masyarakat.

(3) Koordinator pejabat fungsional ditunjuk oleh Kepala
Puskesmas dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi
syarat dan tembusan sebagai laporan kepada Kepala Dinas
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(4) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional
ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan
oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang
organisasi.

(5) Formasi pegawai negeri sipil Puskesmas disusun
berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan
sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan
peralatan yang tersedia. |

(6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun
ditetapkan oleh Walikota.

(7) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis
jabatan. |

BAB IX
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 23
Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan
yang diberikan tugas tambahan.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan dan
kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan
evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat
daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang
bertanggungjawab di bidang organisasi. '

(2) Evaluasi kinerja Puskesmas dilakukan setiap setahun sekali

' di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis
operasional  dilaksanakan oleh  unit kerja  yang
bertanggungjawab dibagian evaluasi dan pelaporan kineija
satuan kerja perangkat daerah.

(3) Dalam rangka evaluasi ‘beban kerja organisasi, setiap
koordinator kelompok operasional wajib menyampaikan
laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan
pedoman dan keteﬁtuan yailg berlaku.

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Puskesmas,
unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi,
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling)

secara periodik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS
dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota
Nomor 9 Tahun 2015 tentarig Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyafakat pada Dinas Kesehatan Kota
Singkawahg dan tetap melaksanékan tugas dan fungsinya
sampai _dengan- diangkatnya = pejabat baru sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang—undangan.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

‘Pasal 26
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat péda Dinas
Kesehatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang
Tahun 2015 Nomor 9}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

Pasal 27
‘Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,” memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di'Singkawahg
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 36

#MALIZAR, SH
31016 199803 1 004
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 39 TAHUN 2017 |

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG

" STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA UPT
SUBBAGIAN -
TATA USAHA
| l [ |
 Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab
UKM Essensial dan UKM . UKP, Kefarmasian Jaringan pelayanan
Perawatan Kesehatan Pengembangan - dan Laboratorium - Puskesmas dan jejaring
Masyarakat - _ - fasilitas pelayanan
~ kesehatan
PUSKESMAS
PEMBANTU

WALIKOTA SINGKAWANG,

. AWANG ISHAK
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